





A. Latar Belakang Penelitian   
Masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu masalah 
tentang persoalan ekonomi dan moral. Hal ini memicu timbulnya banyak 
kejahatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah ingin memperkaya diri dengan 
cara instan dan juga menghalalkan segala cara. Pungutan liar (untuk selanjtnya 
dalam penulisan ini disingkat pungli) erat kaitannya dengan tindakan kriminal. 
Banyaknya pungli bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga 
dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan. Kepolisian dalam hal ini khususnya 
di Polisi Daerah Jawa Tengah (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disingkat 
Polda Jateng) berupaya untuk bisa menanggulangi tindak pidana pungutan liar. 
Pengertian Polisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah badan pemerintahan atau sekelompok pegawai negeri yang bertugas 
menjaga dan memelihara ketertiban umum.
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 Fungsi Kepolisian Republik 
Indonesia diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian sebagaimana 
diatur dalam ketentuan di atas adalah : 
“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat.” Dari fungsi tersebut Kepolisian juga mempunyai 
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wewenang secara umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan 
Ayat (2). 
1. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan : 
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu meyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
menggangu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif Kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
Kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.” 
 
2. Pasal 15 Ayat 2 menyatakan : 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lainnya berwenang : 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 
dan senjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 
usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus 
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan 




i.  Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang 
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian 
internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
Kepolisian.” 
 
Status dan peran Polisi Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam 
penulisan ini disingkat Polri) di dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (untuk 
selanjutnya dalam penulisan ini disingkat SPP) yaitu sebagai unsur / subsistem 
dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini 
(baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 




 Dari tugas dan wewenang Polri tersebut sebagai penegak hukum sangat 
tepat untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar. Sebagaimana diketahui 
bahwa tindak pidana pungutan liar ini juga termasuk di dalam tindak pidana 
korupsi yang merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan juga menjadi 
penyebab utama terjadinya kemiskinan.
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 Pengertian pungutan liar sendiri menurut Soedjono D. adalah pungutan 
yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau 
bertujuan untuk kepentingan individu, yang dipungut secara tidak sah (tidak 
memenuhi persyaratan formil maupun materiil) dan atau melawan hukum atau 
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disebut juga tindak pidana.
4
 Kasus-kasus pungutan liar yang marak terjadi di 
Indonesia bukan hanya dikarenakan ekonomi dan moral semata tetapi juga 
dikarenakan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal dari instansi 
pemerintahan.  
Penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat pada praktiknya rentan terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh 
oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa hal yang 
menyebabkan pungutan liar sering terjadi yaitu :
5
 
a. Masyarakat dipaksa memberikan uang tambahan yang disebabkan 
karena kurang optimalnya lembaga pengawas dan minimnya integritas 
yang dimiliki oleh pegawai; 
b. Selain itu pengaduan oleh masyarakat yang menjadi korban pungutan 
liar sering tidak mendapat respon oleh pengawas internal; dan 
c. Serta disisi lainnya pun masyarakat sendiri juga berperan aktif dalam 
tindak pidana pungutan liar tersebut dengan membiasakan diri 
memberikan yang diluar dari biaya resmi dengan alasan agar tidak 
dipersulit urusan.  
 Oleh karena itu sangat tepat bagi pemerintah untuk menanggulangi pungli 
tersebut melalui lembaga-lembaga yang berwenang dan salah satunya adalah 
Kepolisian Republik Indonesia. Upaya pemberantasan pungutan liar seharusnya 
                                                          
4
 Soedjono D., Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi, Cet. Kedua, Bandung, CV. Sinar Baru, 
1983, hlm 36. 
5
 Hendra Nurtjahjo-Yustus Maturbongs-Diani Indah Rachmitasari, Memahami Maladministrasi, 





dilakukan melalui sarana penal dan sarana non penal, sehingga praktik-praktik 
pungli yang terjadi dapat dihilangkan. 
 Tindak pidana pungutan liar sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat 
di dalam Pasal 12 huruf e menyatakan :  
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan membayar, atau 




Pada Pasal 12 tersebut juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku yaitu dengan : 
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
Tindak pidana pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng, 




1. Keterangan hasil Operasi Tangkap Tangan (untuk selanjutnya dalam 
penulisan ini disingkat OTT) berjumlah : 31 Kasus 
a. P.21/pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap terdapat 
3 Kasus, terdiri dari : 1 Kasus dari Ditreskrimsus, 1 Kasus dari 
Polres Cilacap, dan 1 Kasus dari Polres Rembang 
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b. Tahap I/kirim Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri terdapat 3 Kasus, 
terdiri dari : 2 Kasus dari Polres Pemalang dan 1 Kasus dari Polres 
Kebumen 
c. Proses Sidik terdapat 6 Kasus, terdiri dari : 2 Kasus dari 
Ditreskrimsus, 1 Kasus dari Polres Boyolali, 1 Kasus dari Polres 
Jepara, d an 2 Kasus dari Polres Brebes 
d. Proses Lidik terdapat 5 Kasus, terdiri dari : 1 Kasus dari Polres 
Tegal, 1 Kasus dari Polres Wonogiri, 1 Kasus dari Polres Klaten, 1 
Kasus dari Polres Rembang, dan 1 Kasus dari Polres Purbalingga 
e. Dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (untuk 
selanjutnya dalam penulisan ini disingkat APIP) untuk selanjutnya 
diberikan pembinaan terdapat 13 Kasus, terdiri : 1 Kasus Polres 
Banyumas, 1 Kasus Polres Cilacap, 2 Kasus Polres Banjarnegara, 1 
Kasus dari Polres Pekalongan, 4 Kasus dari Polres Jepara, 2 Kasus 
dari Polres Surakarta, 1 Kasus dari Polres Blora, dan 1 Kasus dari 
Polres Salatiga  
f. Dialihkan ke Pidana Umum terdapat 1 Kasus dari Polres Kebumen.  
Dari seluruh kasus-kasus pungutan liar tersebut total uang hasil sita/OTT 
seluruhnya di tahun 2017 ialah sejumlah Rp. 2.539.539.700,- (Dua Milyar Lima 
Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh 
Ratus Rupiah). Kurun waktu hanya 1 Tahun saja begitu besar jumlah sitaan dari 




lebih tegas lagi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar agar jumlah-
jumlah kasus pungutan liar ini tidak meningkat.
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 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) 
kasus Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilimpahkan kepada APIP untuk 
penyelesaiannya kasus Tindak Pidana Pungutan Liar yang paling banyak 
dilimpahkan ke APIP terjadi di Polres Jepara yakni sebanyak 4 (empat) kasus. 
Kepolisian dalam menanggulangi pungli juga berkoordinasi dengan 
lembaga negara pengawas pelayanan publik yaitu Ombudsman Republik 
Indonesia yang berwenang untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik 
demi terciptanya pelayanan publik yang baik, teratur, dan bebas dari 
maladministrasi. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia maladministrasi yaitu :  
“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, 
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
yang menimbulkan kerugian materiil dan / atau immateriil bagi masyarakat dan 
orang perseorangan.” 
Ombudsman membuat kategori tindakan maladministrasi menjadi 6 
(enam) kategori sebagai berikut : 
1. Tindakan yang dirasakan janggal (inappropriate) karena dilakukan 
tidak sebagaimana mestinya; 
2. Tindakan yang dirasakan janggal (inappropriate) karena dilakukan 
tidak sebagaimana mestinya; 
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3. Tindakan yang menyimpang (deviate); 
4. Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular/illegitimate); 
5. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power); 
6. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak 
perlu (undue delay); dan 
7. Tindakan yang tidak patut (inequity) 
Pungli termasuk dalam karakteristik kelompok keenam yaitu bentuk-bentuk 
maladministrasi yang mencerminkan tindakan korupsi secara aktif. Kelompok ini 
terdiri dari tindakan pemerasan atau permintaan uang imbalan.9 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 
peneliti memfokuskan penelitian ke dalam suatu judul “PENANGGULANGAN 
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH POLDA JAWA TENGAH 
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh 
Kepolisian di Polda Jateng dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) ?   
2. Mengapa terdapat 13 Kasus tindak pidana pungutan liar di Polda Jateng yang 
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C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pungutan liar 
yang dilakukan oleh kepolisian di Polda Jateng dalam Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui  mengapa terdapat 13 Kasus tindak pidana pungutan liar di 
Polda Jateng yang dilimpahkan ke APIP/Pemda untuk dilakukan pembinaan. 
D. KegunaannPenelitian 
Penelitian mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Polda 
Jateng dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diharapkan dapat memberi 
manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. 
1. Kegunaan Teoritis 
Kegunaan teoritis diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran dalam 
pemahaman tentang penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Polda 
Jateng dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta guna untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang pidana. 
2. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan penjelasan khususnya tentang 






E. Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi yang berjudul 
“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH 
POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 
INDONESIA”, Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, Adapun 
gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
Pada bab ini yang dikemukakan ialah mengenai tinjauan pustaka yang 
terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan 
terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak 
pidana pungutan liar oleh Polda Jawa Tengah dalam Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia, yang mana akan diuraikan tentang Tindak Pidana Pungutan Liar, 
Upaya Penanggulangan Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan 
Pengawasan Ombudsman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri 
dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 





BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penanggulangan tindak pidana 
pungutan liar oleh Polda Jawa Tengah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 
dan mengapa terdapat 13 kasus tindak pidana pungutan liar di Polda Jawa Tengah 
yang dilimpahkan ke APIP untuk dilakukan pembinaan. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang penulis teliti. 
Selain itu penulis memberikan saran berdasarkan kelemahan-kelemahan yang 
penulis temukan dari hasil penelitian dan pembahasan.  
 
 
 
